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ABSTRACT 

The implementation of good governance principles is crucial in efforts to enhance the quality of 

public services at the local government level. In this context, the principles of transparency, 

accountability, participation, and responsiveness serve as important foundations for creating 

better public services. This research aims to explore how the application of these principles can 

drive improvements in the quality of public services, as well as to identify the challenges faced 

in their implementation. Case studies drawn from several local governments in Indonesia 

provide a clear picture of good governance practices and their impact on public services. 

Through case studies in various regions, this research reveals how the application of these 

principles can increase public satisfaction with public services. Data obtained from surveys and 

field research will be analyzed to provide a clear overview of the relationship between good 

governance and the quality of public services. 

Keywords:  Good Governance, Public Services, Local Government, Transparency, 

Accountability 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah 

daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Good governance 

menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tersebut. 

Menurut World Bank (1992), good governance mencakup aspek-aspek seperti 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan. Di Indonesia, penerapan good governance dalam pelayanan publik masih 

menghadapi berbagai tantangan. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hanya 45% 

masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah 

daerah (KemenPAN-RB, 2020). Good governance merujuk pada cara pemerintah 

menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya dengan efektif, efisien, dan transparan. 

Konsep ini mencakup berbagai prinsip, termasuk partisipasi publik, keadilan, dan 

akuntabilitas. Menurut World Bank (2017), good governance adalah fondasi penting 

bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, 
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pemerintah yang baik tidak hanya bertugas mengelola sumber daya, tetapi juga 

memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu indikator dari good governance adalah 

tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pemilu di Indonesia mengalami peningkatan, dari 74% pada tahun 2014 menjadi 

81% pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin 

menyadari pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan publik. Namun, 

tantangan masih ada, terutama dalam mengakomodasi suara masyarakat yang beragam 

dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat. Contoh kasus yang relevan 

adalah program e-government yang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah di 

Indonesia. Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga 

memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut laporan dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), daerah yang menerapkan e-government menunjukkan 

penurunan signifikan dalam praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi 

informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung good governance. Namun, 

untuk mencapai good governance yang ideal, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 

daerah perlu diatasi. Misalnya, masih terdapat kesenjangan dalam akses informasi 

antara daerah perkotaan dan pedesaan.  

Menurut penelitian oleh Transparency International (2020), daerah dengan akses 

informasi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih 

tinggi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses informasi 

harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Secara keseluruhan, good governance 

merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah dapat 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik adalah salah satu tanggung 

jawab utama pemerintah yang mencakup berbagai layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Layanan ini meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi 

publik.  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada 
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masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan menciptakan 

kepercayaan terhadap pemerintah. Data dari BPS menunjukkan bahwa indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia mengalami fluktuasi dalam 

beberapa tahun terakhir.  

Pada tahun 2020, indeks kepuasan masyarakat mencapai 72,5, namun turun 

menjadi 68,3 pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Penurunan ini menunjukkan 

bahwa krisis kesehatan global telah mempengaruhi kualitas pelayanan publik, terutama 

di sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan 

evaluasi dan perbaikan dalam sistem pelayanan publik. Salah satu contoh kasus yang 

menarik adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh 

pemerintah. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut data BPJS Kesehatan, hingga tahun 2022, 

jumlah peserta JKN mencapai lebih dari 225 juta orang. Meskipun program ini telah 

memberikan manfaat besar, masih ada tantangan dalam hal pembiayaan dan penyediaan 

layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pelayanan publik juga harus 

mempertimbangkan aspek inklusivitas.  

Menurut laporan dari United Nations Development Programme (UNDP), 

kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat 

sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

kebutuhan semua kelompok masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat 

penting. Inisiatif seperti public-private partnership (PPP) dapat membantu dalam 

penyediaan layanan yang lebih efisien dan berkualitas. Dengan melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan dan lebih 

memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam 

implementasi kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat.  

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan 

utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mempercepat pembangunan daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh 
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pemerintah daerah adalah pengelolaan anggaran. Data dari Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang mengalami 

kesulitan dalam menyusun anggaran yang akuntabel dan transparan. Pada tahun 2021, 

sekitar 30% dari total anggaran daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan 

pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Contoh kasus yang relevan adalah penerapan 

program Smart City di beberapa daerah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk 

memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik.  

Menurut laporan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 

kota-kota yang menerapkan konsep Smart City menunjukkan peningkatan signifikan 

dalam kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan dalam 

hal infrastruktur dan sumber daya manusia masih perlu diatasi. Pemerintah daerah juga 

diharapkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut survei yang 

dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), 65% masyarakat merasa bahwa 

pemerintah daerah kurang mendengarkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat 

untuk menyampaikan pendapat dan masukan secara langsung. Dengan adanya otonomi 

daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber 

daya dan menghadapi tantangan lokal. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi 

aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. 

Tinjauan Literatur 

Good governance merupakan konsep yang luas dan kompleks, yang melibatkan 

berbagai aspek dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut UNDP (1997), good 

governance terdiri dari delapan prinsip utama: partisipasi, hukum yang adil, 

transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta 

akuntabilitas. Dalam konteks pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip ini dapat 

berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Sebagai contoh, studi oleh O'Neill (2015) menunjukkan bahwa negara-negara yang 

menerapkan prinsip good governance cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat 

yang lebih tinggi terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan 
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pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri sipil mengenai prinsip-prinsip good 

governance. Ini termasuk pemahaman tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat.  

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2022), pelatihan yang berkelanjutan dapat 

meningkatkan kompetensi pegawai dan mendorong mereka untuk berinovasi dalam 

pelayanan, perlu ada penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk 

memfasilitasi partisipasi masyarakat, seperti melalui aplikasi mobile atau platform 

online. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 

masukan mereka. Sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 50%. Pemerintah Daerah harus 

memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Ini dapat dilakukan dengan 

membentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran 

dan pelayanan publik.  

Laporan dari Transparency International (2021) menunjukkan bahwa daerah 

dengan sistem pengawasan yang baik memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, perlu 

melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi good governance. Dengan 

melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip good 

governance diterapkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menurut 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2022), evaluasi yang 

sistematis dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih 

tepat sasaran. Tentunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 

juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem good governance yang efektif. 

Melalui kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta inovasi dalam pelayanan publik yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip 

good governance di pemerintah daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini 

dilakukan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan prinsip 
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good governance dalam pelayanan publik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan penerapan prinsip good 

governance dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Metodologi penelitian 

yang digunakan dalam studi ini sangat menentukan validitas dan reliabilitas hasil 

penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran, yaitu kombinasi 

antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi prinsip good governance 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk metode kuantitatif, survei akan 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang menerima 

pelayanan publik di pemerintah daerah yang diteliti.  

Kuesioner ini akan mencakup pertanyaan tentang kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diterima, serta persepsi mereka mengenai transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan 

inferensial untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti. 

Sementara itu, untuk metode kualitatif, wawancara mendalam akan dilakukan dengan 

pejabat pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk 

menggali lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan mereka terkait implementasi 

prinsip good governance.  

Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang 

muncul dari data yang dikumpulkan. Studi kasus juga akan menjadi bagian dari 

metodologi penelitian ini. Penelitian akan dilakukan di beberapa pemerintah daerah 

yang dianggap berhasil dalam menerapkan prinsip good governance. Dengan 

menganalisis praktik terbaik ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor kunci yang 

mendukung keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

Definisi Good governance dalam konteks pelayanan publik 

Good governance dalam konteks pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai 

pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Dalam studi kasus yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta, penerapan prinsip-prinsip good governance terbukti meningkatkan kualitas 
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pelayanan publik, seperti yang terlihat dari peningkatan indeks kepuasan masyarakat 

yang mencapai 75% pada tahun 2021 (BPS Yogyakarta, 2021). Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pelayanan dan pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Di Indonesia, konsep good 

governance mulai diperkenalkan secara luas pasca-reformasi 1998. Pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat tantangan yang harus 

dihadapi (BPS, 2021). Salah satu contoh penerapan good governance dalam pelayanan 

publik dapat dilihat dari program e-Government yang diluncurkan oleh pemerintah 

daerah di berbagai wilayah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Menurut laporan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2020, lebih dari 70% pemerintah 

daerah telah menerapkan sistem e-Government (Kemenkominfo, 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good 

governance dalam pelayanan publik. Namun, tantangan dalam penerapan good 

governance masih ada. Masih banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang 

yang menghambat terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.  

Menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 

negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPC) pada tahun 2020 (Transparency 

International, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai good 

governance dalam pelayanan publik masih memerlukan perhatian dan tindakan yang 

lebih serius. Dalam rangka mencapai good governance yang efektif, diperlukan 

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerjasama ini, 

diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan 

akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai hak-

hak mereka dalam pelayanan publik agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

pengawasan dan evaluasi. 

Komponen utama dari good governance 

Komponen utama dari good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, misalnya, 
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penerapan transparansi melalui penyediaan informasi publik secara online telah 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut laporan tahunan, 

lebih dari 80% masyarakat merasa bahwa informasi yang disediakan cukup jelas dan 

mudah diakses (Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman, 2022). Selain itu, 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkat, dengan lebih dari 

60% masyarakat terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Prinsip-prinsip 

good governance memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik.  

Salah satu prinsip utama adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan evaluasi layanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank, partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan publik dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan (World Bank, 2018). Prinsip kedua 

adalah transparansi. Transparansi dalam pelayanan publik berarti bahwa informasi 

mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil pelayanan harus tersedia dan mudah diakses 

oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan 

mengevaluasi kinerja pemerintah.  

Data dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat 

transparansi dalam pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah masih rendah, 

dengan hanya 45% dari instansi yang memenuhi standar transparansi yang ditetapkan 

(Ombudsman RI, 2021). Prinsip ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas 

dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, seperti audit dan 

evaluasi kinerja. Menurut laporan BPK, masih terdapat banyak temuan terkait 

penyalahgunaan anggaran dalam pelayanan publik, yang menunjukkan perlunya 

penguatan mekanisme akuntabilitas (BPK, 2020). Prinsip keempat adalah responsif. 

Pemerintah harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat 

dan tepat.  

Dalam konteks ini, pelayanan publik yang responsif dapat meningkatkan 

kepuasan masyarakat. Sebuah studi oleh McKinsey & Company menyebutkan bahwa 

organisasi yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan memiliki tingkat kepuasan 
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yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada citra dan reputasi organisasi tersebut 

(McKinsey & Company, 2019). Terakhir, prinsip efisiensi dan efektivitas juga sangat 

penting dalam good governance. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara 

optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efektivitas berarti mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, masih banyak instansi pemerintah yang belum 

menerapkan prinsip efisiensi dalam pelayanan publik, yang berdampak pada 

pemborosan anggaran (Kemenpan RB, 2020). 

Pentingnya Pelayanan Publik  

Pentingnya good governance dalam pelayanan publik tidak dapat dipandang 

sebelah mata. Data menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip-prinsip good 

governance memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di 

Pemerintah Daerah Kota Bandung, penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran 

publik telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana 70% responden 

menyatakan puas dengan pengelolaan anggaran yang transparan (BPS Bandung, 2021). 

Hal ini menunjukkan bahwa good governance berperan penting dalam menciptakan 

hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga 

publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai sektor, mulai 

dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Pentingnya pelayanan publik tidak bisa 

dipandang sebelah mata, mengingat kualitas pelayanan ini berpengaruh langsung 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pelayanan publik juga terlihat dari 

peranannya dalam pembangunan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 

sektor publik yang efisien dapat meningkatkan daya saing negara. Negara-negara 

dengan pelayanan publik yang baik, seperti Singapura dan Finlandia, memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat kemiskinan yang rendah. Oleh karena itu, 

investasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi 

pemerintah. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pengertian dan 

pentingnya pelayanan publik sangatlah krusial. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada 
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kepuasan masyarakat, tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan secara 

keseluruhan. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dapat 

secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. 

Namun, tantangan dalam penerapannya masih ada, seperti kurangnya sumber daya 

manusia yang memahami prinsip-prinsip tersebut. mengenai good governance dan 

pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. Dalam era globalisasi dan reformasi 

pemerintahan, penerapan prinsip good governance menjadi sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Good governance mencakup transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya 

publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-

prinsip tersebut secara konsisten dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 

layanan publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip good 

governance, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Misalnya, 

di beberapa daerah terpencil, akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat masih 

rendah, yang mengakibatkan pelayanan publik yang kurang optimal. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah 

ini.  

Salah satu contoh yang relevan adalah program e-government yang diterapkan di 

Kota Bandung. Program ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga 

memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online. Hasilnya, 

waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik berkurang secara signifikan, 

dan masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Secara 

keseluruhan, penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di pemerintah 

daerah memiliki dampak yang positif. Namun, perlu adanya upaya terus-menerus untuk 

mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat 

menikmati manfaat dari pelayanan publik yang berkualitas. 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi 

yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 
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kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip good governance. Pertama, 

pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di 

bidang pelayanan publik. Pelatihan dan pendidikan bagi Aparatur sipil Negara (ASN) 

perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang memadai dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  

Statistik menunjukkan bahwa daerah dengan SDM yang terlatih memiliki tingkat 

kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Misalnya, di Kota Yogyakarta, pelatihan reguler 

bagi ASN telah meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 15% dalam dua tahun 

terakhir. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM harus menjadi prioritas 

utama. Kedua, pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi sistem informasi 

manajemen yang baik dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi publik. 

Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi 

mengenai kebijakan dan layanan yang diberikan, sehingga meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Contoh kasus yang menarik adalah penggunaan 

aplikasi mobile oleh Pemerintah Kota Makassar yang memungkinkan masyarakat untuk 

melaporkan masalah dan memberikan umpan balik secara langsung. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mempercepat respons pemerintah 

terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, penting bagi pemerintah daerah 

untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi ini 

dapat menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya, dalam 

program pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan 

pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan menerapkan prinsip good governance secara menyeluruh. Hal ini akan berdampak 

positif pada kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
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